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ABSTRAK 
Kekayaaan Iintelektual ialah hasiil kreatifiitas manusia dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat, 
kreatifiitas dalam hal ini yaiitu di biidang seni. Persoalan terjadi 
biasanya pada ekspersi budaya tradisioal sebagi bagiian dar Hak 

Kekayaan Intelektual tradisional. Banyak terdapat tarian khas bali 
yang masih belum memiliiki perlindungan dalam hak ciptanya 

Adapun tujuan atas penulisan jurnl ini adalah untuk mengantisipasi 
adanya peengklaiman atas karya yang dihasilkan oleh seseorang yang 

seharunya mendaptkan perlindungan hak cipta atas karyanya. 
peranggung jawabn pemerintah terhadap kasus pengklaiman Tari 
Pendet. Metoode penelitian yag dipergunakan dalam jurnal in ialah 

metode penlitian yuridisL empiris.. 
 

 

Abstract 
Intellectual Property is the result of human creativity in order to meet the needs and 
welfare of society, creativity in this case, namely in the arts. Problems occur usually 
in the expression of traditional culture as part of traditional Intellectual Property 
Rights. There are many Balinese dances that still do not have protection in their 
copyrights. The purpose of writing this journal is to anticipate claims for works 
produced by someone who should get copyright protection for their work. the 
government's responsibility towards the Pendet Dance claim case. The research 
method used in this journal is the empirical juridical research method. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah dengan batasan 

laut, samudera dan benua yang mengakibatkan keragaman budaya 

dan adat antara satu orang dengan orang lain. Sehingga 

mengakibatkan Indonesia termasuk dalam satu negara yang kaya 

akan budaya dan tradisi dan memiliki banyak keunikan dalam 

lingkup kebudayannya. 

 Hal ini tak lepas dari peranan penting Hak Kekayaan 

Intelektual. Prodk – produk yang termasuk didalam Hak Kekayaan 

Intelektual seharunya mendapatkan perlindungan dan jaminan 

dalam proses produksnya. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak 

eksklusf yang diberikan kepada setiap orang atau sekelompok orang 

atas karya cipta yang dbuatnya.1 

 Hak ini muncul dari usaha- usaha kreatif yang mudah di 

terima oleh masyarkat. Peraturan di Indonesia telah banyakk yang 

mengatr tentang Hak Kekayaan Intelektual salah satu contohhnya 

ilah hak, hak cipta, hak paten, hak, merek, dan lainnya.  

 Kekayaan Intelektual ialah hasil kreatifitas manusia dalam 

rangka untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. 

Kreatifitas ini mencakup bdang- bidang ilmu pengetahuan, sastra, 

seni, bisnis dan teknologii yang pada akhirnya harus mendapatkan 

pengakuan ataupun penghargan (reward) terhadap karya yang 

diptakan. Dalam hal ini karya tradisional merupakan bagian dari 

salah satu ide yang berdasarkan kepada kemampuan, kehlian, 

“maupun keterampilan yang dimilki. Hasl - hasil karya tersebut 

dihasilkan dari daerah tempat tinggal penghasil karya.  

                                                             
1 Andrian Krisnawati dan Gazalba Sakeh, 2004, Perlindungan Hak Varietas 

Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaann Tanaman, PT. Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, h.14. 
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 Karya tradisional merupakan bagin dari salah satu kekayaan 

intelektual yang termasuk dalam Hak Cipta. Dijelaskan pada Pasal 1 

angka 1 Udang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

yang menyatakan hak cipta ialah hak eksklusif dari pencipta yang 

timbul otomatis berdasar kepda prnsip deklaratif setelah karya 

dicptakan dalam bentuk yang nyata tanpa mengurangi pembatasan 

sesui pada ketentuaan peraturan perndang – undangan. Hal ini 

dilndungi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak dinginkan contohya 

pembajkan, penglaman ataupun lannya. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkn latar belakang diatas dapat saya tarik suatu 

permasalahn yang akan saya bahas dalam penulisan jurnal ini. 

Adapun rumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimna bentuk praktek perlindngan hukum ekspresi budaya 

seni Tari Pendet asal Bali? 

2. Bagaimna pertangung jawaban pemerinth terhadap kasus 

pengklaiman Tari Pendet? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun suatu tujuan atas penulsan jurnal ini adalah untuk 

mengetahi bentuk praktek perlindungan hukum ekspresi budaya seni 

Tari Pendet asal Bali dan untuk mengetahi pertanggung jawabn 

pemerinth terhadap kasus pengklaiman Tari Pendet 
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II. ISI MAKALAH 

2.1 Metode Penelitian” 

 Metode penelitian yang dipergunakan dalam jurnal ini ialah 

metode penelitian yurids empirs. Ialah prosedur ataupun cara yag 

digunakn untuk melakukan penelitian secara nyata bagaimana 

bekerjanya hukum di masyarakt.2 

 

2.1 Bentuk Praktek Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Seni 

Tari Pendet Asal Bali 

Berbicra sedemikian rupa mengnai model perlndungan seni tari 

berarti sama diatiakan berbicra mengenai undang-

undngnya.18Dalaml hal ini diartiakn sebagai  rencna untuk 

melndungi suatu karya hak cipta dari melalui eksprsi budaya 

tradisinal, dengan kata lain suatu perlndungan terhadap ekspresi 

budaya tradisional di bdang seni tar.. 

Pemerinthl Indnesia melalui dijelaskann Udang-Undang No. 5 

Tahun 2017 telah memberikn perlindungan terhadap ekspresi 

budayal tradisionall yang dilakukan dengan cara membuat kekayaan 

seni dengan catatan yang jelasl tersendri.  Bagaimanal nantinya akan 

dilaksanakanl melalui jalan pemberitahan terkait teknis pengenalanl 

pencipta melaluil  media internt. agar sema element orang tahu 

(keseniian tradisionaal itu) asalnya Indoonesia bergam-ragam terlihat 

dengan cemeralang dengan banyaknya terbentang hasil krya, sipa 

maestrnya,. siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangii kalau mau 

belajr, itu cara melindungnya.19 

Adany ketentuan pertuan,l Undang-undng No. 5 Tahun 2017 

tentangll Pemajan Kebdayaanl ini diiharapkan dapat meniingkatkan 

perlindungn ekspresil budya tradisonal. Dlam Pasal 1 Agka (3). UU 
                                                             

2 I Made Pask Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normtif dalam 
Justifiksi Teori Hkum, Prenada Media, Jakarta, h. 29. 
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No.. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuanpemajuan kebudayaan adalah 

upaya meningkatknl ketahanan budya dan kontrbusi budaya 

Indonesia tersendirir di tengah peradban dunial mellui pelindngan, 

pengembngan, pemanfatan, dan pembinanl kebudayan. Hal ini 

“sependapat denganl pendapat selaku pegawai Dinas Kebudayaanl 

Kota Surakarta yang berpendapat bahwa Undng-Undang No 5 Tahn 

2017 Tentang Pemajuanl Kebudayaanl ini cerminan sebagi salah 

bentk upya untuk melindngi asset senii budaya secara tekstull 

maunpu secara kontektual yang ada dimasng-masngl wilyah daerah 

secara khusus, untukl membuat pokk-pokkl kebudyanl darah.20 

Ada bagian berupa keempat aspeknya yag dilakkan dengn cara 

invetarissi, pengamnan kebjiajakn, pemeliharan, penyelmtan, danl 

publkasi, Pengembanan dengan berbagai Upaya menghdupkanl 

ekosstem yang terkandung di dalam akar Kebudayan serta 

menngkatan, memperkya haknya, dan menyebaluasakan kebudayan, 

Pemanfatn dengan jenis Upaya pendaygunan obiyek berupa 

sedemikiqn hal  Pemajan Kebudaynl untk menguatkn ideolgi, poliitik, 

ekonomi, sosial, budya, pertahanan, dan keamanan yang jelas di 

dalml mejudkanl kesejahtraan tujuan nasional, Pembinan Upaya 

pemberdyaanl Sumbr Daya Manusa yang kekal dengan mencirirkan  

Kebudayan tetap, Lembaiga Kebudyan, dan prntal Kebdayaanl dalm 

meningkakan dan memperlas peranl aktfnya dan inisiatifnya bagi 

para  masyarakat saat ini. Model perlindnganl hukum terhadap 

kemajuan budayal sebenanya sudh diatur dengan condong 

kejelasannya secar rinci di UU, No. 5 Tahn 2017 Tentngl Pemajanl 

Budayanya di dalam tekait melalui Pasl 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 

28 Pasal 30. 

Perlindngan hukum yag telahl ada ini cukup baik denganl 

adanya undang-undang tentag hak cipta, namun terdapt kekurangan 
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bahwa dalm udang-undang tersbut kurag menjelaskan sedemikian 

rupa jelas padat mengenail eksprei budya tradisonal dan perlu adnya 

sosalisasi bagamana seni tari juga mendaptkanl perlindngan secara 

hak cipta maupunl ekspesi budaya terkait dengan tradisioanal secara 

aktual ringkasnya halnyA demikian memang dianggapnya lumrh 

biamana tak ada perlawannya demi menghargaiNYA sebagiannya 

terkandung jelas seni dengan artian tak ada niatan untuk 

memberikan pengakuan yang jelas, dengan hal demikian jelass 

semoga saja denga adanya permasalahnnya yang besar hal ini bisa 

menjsdi batu sandungan melalui benturan nyata yang kuat dan 

terukr. Melalil sistem yang berlaku pasng surut tergantng yang ada 

didalmnya sedmkian rupa akan menimbulkn kesejahtran bagi 

pencipta seni tari, semakin memprgat pelak seni untuk berkeasi untk 

menciptkan hal seni maupun hasil kaya seni yang baru melalui cikal 

bakal yang jelas tejelasnya terkandung sebagiannya nyata tanpa ada 

batasan yang terjelas, perjuangan yang baik benar yang terbaik 

diantaranya, sesuai dengan akal budi luhur menghargai baik 

melalaui proses yang sistemmasti dimensi keakalan yang nyata 

dengan menyerupai keyakinan scara vebal. Demikiannya bisa 

dipelajari dengan ciri khas yang kental. Kuat aktual sejenis dengan 

hasil karya yang nyata didalamnya akan menimbulakan akar seni 

baru yang atraktif, dengan keberlangsungan yang tekait didalamnya 

maka dari kebanyakan semua itu akan menimbulkan kesamaan jelas 

nyata.ssss 

2.2 Pertanggung Jawaban Pemerintah Terhadap Kasus 

Pengklaiman Tari Pendet 

 Pemerinth sangat menyadai bahwia iimplementasi hak 

kekayaan iintelektuall merupakaanl suatu tugas besair. Terlebih lagi 

dengan keikutsertaan indonesa sebagai anggotal WTO dengan 
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konsekuensil melaksankanl ketentuan agreementl on trade relatedl 

aspects of intellectual proprety rights (persetujuan trips) sesuai 

denganl undang-undang No. 7 Tahn 1994 tentang Pengesahan 

Agreementt Esthablisingl the world trade organization (persetujuan 

pembentukian organisasi perdagangan dunia). Berdasarkan 

pengalamanl selamia ini peran sertal berbagail instansil dan lembagal 

baik dari bidang pemerinth maupun dari bidang swstal serta 

koordinasil yang baik diantara semua pihak merupakanl hal yang 

mutlak diprlukanll guna mencapail hasil pelaksnaan sistem hak 

intelektual yang efektf. Dengan itu, dalam hal pertanggungjawbanl 

pemerintah terkait dengan hak ciptal telah seara tegas diaki oleh 

pemerintah dalam perundang-undangan yang berlaku. 

Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk penyelesaian 

antara kedual belah pihak yang timbull akibat terjadinyal 

pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak.3 

 tersebtl Pemerintahl Indonesia bisa menyatakanl Hak Cipta tari 

pendet ini kepadaldunia Internasionll berdasarkan publikasi-

publikasil yang adallllllll 

 Untuk mengindril pelanggaran terhadap hak cipta khususnyall 

tarian cukp sulit karena tidak adanya kewajibanl pendaftaran Hak 

Cipta, hayal sajal penciptal maupun pemegangll hak cipta yang tidak 

mendaftakan ciptaanny tidak akan mendapatkanl surat pendaftarn 

ciptaan yang dapat dijadikanl sebagaii alatl bukti awal di pengaddilan 

apabila timbull sengketaa dii kemudianl hari terhadap ciptaan 

tersebuut. Disinilah tugas pemeriintah Indonesia saat ini adalah 

menginventarisirl  kembali keseniaan dan kebuidayaan Indonesia 

serta mendaftrkan semua hak cipta kekayan seni dan budaya 

tersebut ke kantoor Hak Kekaayaan Intelektual (HKI) RI. Dengaan 
                                                             

3 Ida Ayu Nara Kirana Udiayana, 2019, Tanggung jawab pengelola pasar 

atas penjualan hasil produk yang melanggar hak cipta, Vol 7,no 3 h. 9.  
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demikian jika suatu saat terjadii sengkta kiita bisa 

menyelesaikannyaa secaara hukum. Oleh kaarena itu, kesadranl 

akan pentiingnya pendaftaranl Hak Cipta ini haruus bisa menjdi 

kepentingnl bersamma masyarakat Iindonesia yang talah 

mendaftarkan hasil karyanya sebagai penguat pengakuan 

kepemilikan ciri khas seninya melalui hak paten, agar nantinya tidak 

ada orang mengklaim hasil kerja yang telah dibuat susah payah. 

Baiknya perlu pengawasan yang sesuai dari sipemilik hasil karya 

agar tidak kendor ataupun pelemahan dari sisi apapun. 

Bilamana hak cipta tari tidak diartikan sebagai milik dari sang 

pencipta dan dkatakan gampang untuk mengambil seninya tanpa 

seijin si pembuat karya diartikann sebagai pencurian hak cipta yang 

tanpa menghargai ciptaan sang pencipta. 

Terlepas dari itu semua tidak memungkiri sebagian dari itu semua 

disalah artikan sebagai hal yang seepele tak dibendung, dimengerti 

sebagai arti tak menghargai, tak mau ada rasa simpati terhadap sang 

pncipta seni tersebut. Hal ini bisa di gugat melalui berbagai cara agar 

menemukan kebenaran hak yang semestinya dimilki oleh sang 

pencipta tersebut, pengklaimannya tak telihat bahkan dengan ada 

pengakun berupa SK masih dianggap sepele oleh sang pembajak. 

 

 

III. PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

1. Bahwasanya bentuk praktek perlindunganl hukum ekspresi 

budaya senil tari pendetl asal bali diatur dan dilindungi dalam 

UUD Negara RI Tahun 1945. 

2. Bahwasanyal pertanggung jawabanl pemerintah terhadap 

kasus pengklaiman tari pendet sebagai karyal seni tradisional 
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dilindungil dan dipegangl oleh negara. Namun sayangnya 

belum adanyal peraturanl pemerintah yang khusus. 
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3.2 Saranllll 

1. Dengan memperhatikan uraian diatas maka perlunya andil 

serta pemerintahl dalam melindungil hak cipta khususnyal seni 

tari.lllllllllll  

2. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk 

merperkuatl regulasi tentangl hak cipta khususnyal seni tari. 
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